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ABSTRAK 

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN 

KEPENGHULUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DESA DI DESA PASIR PUTIH ROKAN HILIR 

 

ANITA SIHOMBING 

1703100001 

Kegiatan pengawasan merupakan tahapan akhir dalam manajeman, 

keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari 

pengawasan yang dilakukan oleh badan/individu yang melaksanakannya 

dalam hal ini fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan 

Kepenghuluan (BPKep). Pembangunan infrastruktur adalah program kerja 

fisik yang perlu diawasi segala prosesnya agar keberhasilan dan ketercapaian 

tujuan pembangunan desa bisa dicapai serta sejalan dengan visi Desa Pasir 

Putih untuk dapat memajukan , memakmurkan dan menyejahterakan 

masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur desa. Dalam 

mengawasi pembangunan infrastruktur Desa Pasir Putih diharapkan BPKep 

dapat melaksanakan fungsi dengan lebih optimal dan melibatkan masyarakat 

dalam setiap proses nya hingga berjalan nya program pembangunan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan 

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Desa Pasir Putih. Metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan memakai pendekatan deskriptif atau studi kasus dan 

analisis data kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan dengan kata-

kata hasil penelitian yang ditemui di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang 

ada dan menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai fungsi 

pengawasan BPKep dalam program pembangunan infrastruktur desa. Dari 

hasil penelitian ini di ketahui bahwa dalam mengawasi pembangunan 

infrastruktur BPKep Pasir Putih belum optimal, standart atau tolak ukur 

keberhasilan program didasarkan dengan melihat bestek yang didalamnya 

terdiri dari rincian bahan material, jumlah material, hingga anggaran yang 

digunakan. Indikator tersebut sangat lemah jika ingin melihat tingkat 

keberhasilan program. Seharusnya BPKep membuat standart-standart 

penilaian dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran pembangunan. 

Namun dari segi partisipatif nya telah melibatkan masyarakat sejak di 

musrenbangdes hingga proses pembangunan berjalan dan selesai, kendala 

yang dihadapi dalam pembangunan mampu diatasi bersama-sama dengan 

bergotong royong dan memanfaatkan swadaya masyarakat. 

 

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, BPKep, Penyelenggaran pemerintahan 

desa, Pembangunan Infrastruktur  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Pasca reformasi, telah banyak membawa perubahan dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang sangat signifikan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya ditingkat desa. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa, yang menciptakan otonomi desa.  

Istilah otonomi desa yang dijelaskan dalam kebijakan desa yaitu desa 

memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya 

sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat diakui atau dibentuk dalam 

sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota, landasan pemikiran 

dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, 

dan pemberdayaan masyarakat (Haw. Widjaja, 2005: 148). Selanjutnya Nurcholis 

(2011: 19) juga memberikan definisi otonomi desa, yakni otonomi desa 

merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya 

sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan 

mengurus urusannya. Selain itu, pemberian kewenangan otonomi harus 

berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan 

bertanggungjawab (Hari Sabarno, 2007:30).  

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan 

otonomi desa merupakan otonomi yang asli, dan mutlak serta bukan pemberian 

dari pemerintahan, dengan begitu pemerintah wajib menghormati otonomi asli 

yang dimiliki desa tersebut. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum 
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yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, sehingga pemerintah 

desa berhak melakukan ataupun menyusun kebijakan yang berlaku di desa nya, 

dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakatnya, dengan 

tetap berlandaskan pada undang-undang. 

Otonomi desa sama dengan kewenangan desa yang diberikan sepenuhnya 

kepada pemerintahan desa. Widjaja (2013) menyatakan bahwa pemerintahan desa 

adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. 

Awang (2010) berpendapat “ pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh 

masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang 

dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi 

berbagai aspek kehidupan mereka.Selanjutnya Solekhan (2014) dalam bukunya 

penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat 

mendefinisikan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan tugas dan 

kewenangan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya. 

Melalui definisi para ahli tersebut tentang pemerintahan desa , dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dengan diberikan pelimpahan wewenang kepada 

pemerintah desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, 

ekonomi masyarakat setempat. 

 Tindak lanjut dari kebijakan desa,  maka pemerintahan desa melalui Badan 

Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) harus dapat mengoptimalkan 
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fungsinya, yang menjadi fungsi BPKep yaitu 1) membahas dan menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. BPKep dengan Kepala Desa 

merupakan mitra yang saling bekerjasama, peran BPKep sebagai eksekutif desa 

juga termasuk merumuskan dan meyetujui kebijakan peraturan desa yang akan di 

buat harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat, 

Maka BPKep sebagai penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa, 

berhak merumuskan peraturan desa dalam forum musyawarah desa. 2) 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; Dalam melaksanakan 

fungsi legislatif nya BPKep berperan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui 

musyawarah desa yang di inisiasi oleh BPKep sebagai penyelenggara dan 

difasilitasi oleh pemerintah desa, dalam forum tersebut wajib dihadiri BPKep dan 

perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan selanjutnya setelah 

aspirasi masyarakat di tampung, kemudian dipilah untuk di salurkan ke Kepala 

Desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. 3) melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa; BPKep juga melaksanakan fungsi pengawasan kinerja 

kepala desa, agar penyelenggaran pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak 

adanya penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa. Sehingga cita-cita desa dapat 

terwujud melalui pembangunan desa dan pada akhirnya mampu menyejahterakan 

masyarakat. Setelah dilakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, BPKep berhak 

memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada pemerintah daerah.  

BPKep di era otonomi desa sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa, 

dan sebagai perwakilan masyarakat dalam menyambung aspirasi masyarakat 

kepada pemerintah  desa. BPKep hadir sebagai mitra kerjasama dengan 
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pemerintah desa untuk meyelenggarakan pemerintahan desa. Solekhan (2014) 

menyebutkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.  

Beberapa definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

BPKep yaitu ; membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada hakikatnya BPKep adalah mitra kerja 

pemerintah desa yang kedudukannya sejajar dengan Kepala Desa dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan 

(BPKep) mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa 

yang dibuat oleh pemerintah desa. BPKep juga dapat membuat rancangan 

peraturan desa. Kemudian juga memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol 

terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.  

 Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Desa Pasir 

Putih masih belum optimal dalam menampung aspirasi masyarakat yang 

didiskusikan dalam forum musyawarah desa. Padahal yang seharusnya penyaluran 

aspirasi masyarakat dapat se-optimal mungkin di dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa (musrenbangdes), pelibatan masyarakat dalam menyuarakan 

gagasan, ide, dan kebutuhan nya belum di serap dengan maksimal. Hal tersebut 

lah yang mendasari kurangnya partisipasi masyarakat sebagai objek dan subjek 

dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa. 
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Secara struktural yang semestinya antara BPKep dengan Kepala Desa 

berkedudukan sejajar, justru tidak demikian. Artinya disini BPKep seolah berada 

di bawah Kepala Desa. Peran eksekutif masih di dominasi oleh Kepala Desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Tentunya melemahnya peran dan 

fungsi strategis BPKep tersebut menjadi salah satu bukti rendahnya tingkat 

penyerapan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa dan masih belum 

optimalnya peran BPKep dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Sehingga prioritas program kerja desa yang di susun belum menyentuh kebutuhan 

masyarakat. Selain itu anggota BPKep sibuk dalam pekerjaannya masing-masing 

diluar dari menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan desa belum dapat diawasi dengan maksimal. 

Terlebih lagi salah satu anggota BPKep masih ada yang baru diangkat satu tahun 

dan masih kurang aktif dalam menjalankan fungsinya. Dari hal tersebut terlihat 

lemahnya koordinasi antar BPKep sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi 

pengawasan BPKep tersebut.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

memfokuskan penelitian pada fungsi pengawasan BPKep dalam mengawasi 

pembangunan infrastruktur desa. Maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul  

Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan 

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pasir Putih 

Kabupaten Rokan Hilir.  
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1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka 

perumusan masalah pada  penelitian ini adalah: 

Bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan 

(BPKep) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pasir Putih,  

Kabupaten Rokan Hilir ?  

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. 3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan 

Kepenghuluan (BPKep) terhadap penyelenggaraan  pemerintahan desa di 

Desa Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir  

1. 3.2 Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis 

mengenai peranan dan fungsi pengawasan BPKep terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan memahami mengenai 

pelaksanaan pemerintahan desa yang aspiratif dan partisipatif. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi 

Desa Pasir Putih dalam fungsi pengawasan BPKep guna meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan 

kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik. 

1. 4 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini penuls membuat suatu sistematika dengan 

membagi penulisan menjadi V (Lima) bab yaitu : 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II :URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan Pemerintah Desa, 

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), Konsep Pengawasan, Fungsi 

Pengawasan, Pembangunan Desa, Kajian terdahulu. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, penulisan menguraikan tentang metode penelitan, jenis penelitian, 

kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik 

alasisis data, lokasi dan waktu penelitan. 

BAB IV  :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini, penulis menguraikan analiss data yang di diperoleh dari penelitian 

dan pembatasan ayang telah di teliti. 

BAB V :PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2. 1 Pengertian Desa 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat 

istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. Menurut idjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalah sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-

usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan 

Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Indrizal (2006) menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai: ”suatu 

gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu 

komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal 

(secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang 

tergantung pada sektor pertanian”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menyatakan: “ Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah 

keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang 

Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan 

kesatuan”. Menurut Bintarto, seperti dikutip oleh Sadu Wasistiono dan M. Irwan 

Tahir, Desa dari segi geografis adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan 

sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu 

wujud atau penampakan di mukabumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 
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fisografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur 

tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Selain itu,Larasati dan 

Muhammad Okto (2017) menjelaskan bahwa kemajuan sebuah Negara tergantung 

oleh desa, karena mustahil sebuah Negara bisa maju apabila provinsinya tidak 

maju, begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota yang maju, 

dan tidak pula maju sebuah kabupaten/kota yang maju mustahil tanpa adanya 

desa/kelurahan yang maju pula. 

Rosidin (2019) dalam buku pemberdayaan desa dalam sistem 

pemerintahan desa mengelompokkan kewenangan yang dimiliki desa yakni; 1. 

Kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. Kewenangan bidang 

pelaksanaan pembangunan desa, 3. Kewenangan bidang pembinaan 

kemasyarakatan desa, 4. Kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat desa 

yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal-usul dan 

berdasarkan adat istiadat desa.  

Beberapa definisi mengenai desa diatas, maka dapat disimpulkan desa 

adalah suatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah,  yang 

berada pada suatu kabupaten dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya serta di kepalai oleh 

seorang Kepala Desa.  

2.1.1 Konsep Pembangunan Desa  

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu 

perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya 

direncanakan, setiap orang mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk 
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lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya, untuk mewujudkan 

harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara 

berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi 

pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.(Subandi: 2011:9-

11) 

Pendapat lain, Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa 

dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan 

masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, 

sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. 

Mulyono (2014) menyatakan bahwa adanya keterbatasan pemerintah desa 

dalam menjalankan fungsi dan peranannya yang menyebabkan pertumbuhan dan 

perubahan sosial berjalan lambat. Terlebih lagi kondisi masyarakat desa 

cenderung pasif. Pertumbuhan dan perubahan sosial tentu juga memiliki peran 

terhadap pembangunan desa. Penelitian salim, Bulan, Untung, Laksono, & Brock 

(2017) menyatakan masih diperlukan lembaga desa yang kuat dan demokratis 

yang dapat melaksanakan perencanaan pembangunan terpadu partisipatif, 

melaksanakan dan mengawasi serta bertindak sebagai wali untuk prioritas 

masyarakat.  

Proses pembangunan desa merupakan  mekanisme dari keinginan 

masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan 

keberhasilan pembangunan seperti yang dipadukan dengan masyarakat. 

Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang 

dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah 
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merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. 

Kartasasmita (2001: 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan 

nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya 

pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya 

sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Dan pada hakekatnya 

pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama 

dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan 

agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf 

hidup dan kesejahteraannya.  

Pendapat lain Rosidin (2019) dalam bukunya Pemberdayaan desa dalam 

sistem pemerintahan desa mengemukakan bahwa keikutsertaan masyarakat desa 

dalam proses penentuan pembangunan di  desa dapat mendorong untuk 

menyumbang pikiran, kegiatan, dan lainnya agar tercapai tujuan masyarakat 

dengan cara mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan 

mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

berbasis partisipasi masyarakat. Melalui pembangunan desa diupayakan agar 

masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan 

mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.  

Melalui pengertian beberapa ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konsep pembangunan desa dilakukan bersama-sama antara pemerintah desa 

dengan masyarakat. Namun disini peran masyarakat lebih dominan dalam 

menentukan pembangunan dengan melihat kebutuhan dan permasalahan yang ada 
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di masyarakat. Kemudian pemerintah desa memiliki peran dalam memberikan 

bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat 

ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan 

kesejahteraannya. 

2. 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  

2. 2.1 PengertianPemerintahan Desa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan  

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia . sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat 

desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib 

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, 

proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, 

keberagaman, dan partisipatif. Solekhan (2014).  

 Awang (2010) berpendapat “ pemerintahan desa secara historis dibentuk 

oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang 

dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi 

berbagai aspek kehidupan mereka. Kemudian Widjaja (2013) menyatakan bahwa 

pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan desa BPD.” Sementara itu menurut Soemantri (2010) Pemerintahan 

Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat  Desa 

terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, 
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pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Selanjutnya Solekhan 

(2014) dalam bukunya penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi 

masyarakat menjabarkan PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonseia”. 

Berdasarkan pengertian pemerintahan desa diatas dapat disimpulkan 

pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna kepentingan 

masyarakat setempat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

disesuiakan dengan kondisi sosial , ekonomi dan budaya pada suatu daerah.  

2.2.2 Pemerintah Desa 

Definisi Pemerintah Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “perintah”, yang berarti suatu 

individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari 

pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang 

yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-

beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun 

dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan 

pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah 
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desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu 

oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (Sugiman, 

Jurnal Hukum, 1, Juli 2018: 82-95). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Solekhan (2014).  

a. Kepala Desa  

Solekhan (2014), Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 

wewenang berikut : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa  

2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa  

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

4. Menetapkan Peraturan Desa 

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa 

6. Membina kehidupan masyarakat desa 

7. Membina ketentraman  dan ketertiban masyarakat desa  

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa 

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa 

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa 

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna 
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13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif 

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, 

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

b. Perangkat Desa 

Perangkat Desa terdiri dari 1) Sekretaris Desa, 2) Pelaksana Kewilayahan, 

dan 3) Pelaksana Teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu Kepala 

Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Karena itu, mereka 

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Kemudian, dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab 

kepada Kepala desa (Solekhan , 2014). 

2. 3 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)  

2. 3.1  Pengertian Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) 

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan/Badan Permusyawaratan 

Desa, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, 

yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPKep adalah 

wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah 

penduduk desa yang memangku jabatan seperti Ketua Rukun Warga, 

pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota 
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BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa 

jabatan berikutnya (Abdullah, 2005).  

Solekhan (2014), memberikan definisi Badan Permusyawaratan 

Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 

demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling 

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan 

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan 

desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan 

Bupati/Walikota.  

Kedudukan BPKep sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan 

desa, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga 

yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan 

kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta 

merencanakan APBDesa (Nurcholis,2011).  

Melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak 

untuk 1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, 2) menyatakan pendapat atas 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan 
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3) mendapatkan biaya operasioanal pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban 

1) memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, 2) melaksanakan kehidupan demokrasi 

yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 3) 

menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti, aspirasi 

masyarakat Desa, 4) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan/atau golongan, 5) menghormati nilai sosial budaya 

dan adat istiadat masyarakat Desa, dan 6) menjaga norma dan etika dalam 

hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa (Solekhan, 2014). 

2. 3.2  Konsep Pengawasan 

Mockler dalam Siagian (2013: 176)  menyatakan bahwa pengawasan 

adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  Pengawasan ini sangat 

berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang 

direncanakan. Selanjutnya Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), 

yang mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan 

ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai 

dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Sementara itu Harahap (2001:14), 

Mendefinisikan pengawasan sebagai keseluruhan sistem, teknik, cara yang 
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mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala 

aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan 

prinsip efesien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan 

organisasi. Konsep pengawasan dari Mockler diatas, mengungkapakan ada 4 

hal, yaitu sebagai berikut:  

1) Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang 

ingin dicapai. 

2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan,  

3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai 

dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan. 

4) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

2.3.3 Fungsi pengawasan  

Ernie dan Saefulah (2005:12) mengemukakan fungsi pengawasan 

adalah:  

1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai 

dengan indikator yang ditetapkan.  

2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpanan yang mungkin 

ditemukan.  

3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait 

dengan pencapaian tujuan perusahaan.  

Marigan (2004: 62), mengatakan fungsi pengawasan adalah:  
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1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas 

dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.  

2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan. Untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi 

kerugian yang diinginkan.  

Melalui  pengertian pengawasan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa  pengawasan adalah proses pengukuran kinerja dengan 

menggunakan standart/tolak ukur rencana diawal yang telah di tentukan 

untuk suatu keberhasilan kerja, dengan membandingkan pada standart 

yang ditentukan untuk dilakukan perbaikan.  

Berdasarkan konsep fungsi pengawasan dari para ahli diatas, maka 

dapat dikaitkan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan 

(BPKep) dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal 

ini pembangunan infrastruktur desa sebagaimana pengawasan yang 

seharusnya dilakukan, disesuaikan dengan rencana, standart/tolak ukur 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa melalui 

program pembangunan desa yang dicanangkan dalam musrenbangdes 

dengan melibatkan partisipasi mayarakat terhadap kebutuhan dan 

permasalahan yang di hadapi. Seperti yang diungkapkan Solekhan (2014) 

dalam bukunya penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi 

masyarakat, mengatakan BPD sebagai mitra pemerintah desa, berfungsi 
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menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

Oleh sebab itu BPKep harus lebih peka dalam menyerap aspirasi 

masyarakat untuk dibahas dalam forum musrenbangdes. Fungsi 

pengawasan yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk 

mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang 

direncanakan, dan program pembangunan yang disusun lebih efektif dan 

tepat sasaran, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan 

dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa 

penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau 

perbaikan.  

2. 4  Kajian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa judul artikel ilmiah, yang 

dalam penulisan ini di jadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dari Budiyarto Usman, Salmin Dengo, Very Y.Londa 

dengan judulFungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten 

Halmahera Utara , tujuan dari penelitian ini guna mengetahui fungsi 

pengawasan BPD , Maka Badan Permusyawaratan Desa perlu 

menjalankanfungsi pengawasan nya dengan efektif, sehingga BPD 

dapat menjadilembaga legislatif di desa yang merepresentatifkan 

aspirasi masyarakat desa agar dapat mendorong terjadinya peningkatan 

pembangunan di desa.  
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2. Penelitian ini di lakukan oleh Ester Juita Punu yang berjudul 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan 

Tareran Kabupaten Minahasa Selatanbelum optimalnya pelaksanaan 

fungsi pengawasan BPD yang mana masih ditemuinya kendala baik 

dari internal BPD, Pemerintah Desa, dan Masyarakat nya. Koordinasi 

dan pengorganisasian yang kurang dari internal BPD itu sendiri, pola 

hubungan kerjasama dengan pemerintah desa yang kurang baik, dan 

masih lemahnya partisipasi dari masyarakat desa. 

3. Penelitian ini di lakukan oleh Karlos Mangoto, dengan judul 

Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) Dalam Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang 

Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dalam penelitian ini fungsi pengawasan 

BPD sudah dilaksanakan dengan baik dalam menjalankan pengawasan 

Peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa namun 

ditemukan kendala kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman 

teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Sitaro. 

Selain itu faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan 

pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Lesah yaitu tunjangan 

dari anggota BPD, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi 

BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta faktor-faktor 

lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.  



 

22 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Jenis Penelitian  

Sugiyono (2017), mendefinisikan metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, peneliti 

memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara 

mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau 

pendekatan studi kasus ( Sugiyono, 2017). 

Metode Deskriptif merupakan suatu pencarian fakta menggunakan 

interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari mengenai masalah-masalah 

yang ada pada masyarakat, dan juga tata cara yang digunakan dalam masyarakat 

serta di dalam situasi-situasi tertentu. Termasuk mengenai hubungan kegiatan, 

pandangan, sikap, dan juga proses-proses yang dapat berpengaruh dalam suatu 

fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif ini merupakan jenis metode penelitian 

yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti dengan apa 

adanya tanpa melakukan rekayasa (Sugiyono, 2015). 

Nazir (1998: 63) berpendapat bahwa metode deskriptif merupakan suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 
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dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian Whitney (1960: 160) metode 

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan 

bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. 

Sementara itu Saryono (2010), mendefinisikan penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh 

sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan 

kuantitatif. Selanjutnya Moleong (2018) mendefinisikan Metode Kualitatif adalah 

sebuah penelitian ilmiah yang bertujun untuk memahami suatu fenomena dalam 

kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi 

yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.  

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

metodepenelitian kualitatif merupakan penjabaran dengan menggambarkan 

keadaan  sebenarnya yang diperoleh dari individu, buku, dan sumber lain.  

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data 

melalui wawancara peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan 

terperinci dari individu yang ditelitinya. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif 

sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara 

mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskripif yaitu 
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untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti 

sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. 

3. 2 Kerangka Konsep 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3 Definisi Konsep  

Defenisi konsep adalah istilah defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu 

yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah 

karakteristikjumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. 

Pengawasan BPKep  

Meningkatkan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

UU Nomor. 6 Tahun 2014 

1. Mengevaluasi 

sesuai indikator 

2.  Mengambil 

langkah klarifikasi 

dan koreksi 

3. Melakukan 

alternative solusi  

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa  

 Pembangunan 

Infrastruktur Desa yang 

partisipatif 
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Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep 

sebagai berikut: 

a. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam 

pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran 

yang sudah ditetapkan.  

b. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) 

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan/ Badan Permusyawaratan 

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. 

c. Pemerintahan Desa  

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Desa  

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan 

hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan 

Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 
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3. 4  Kategorisasi 

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun 

atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi 

menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga 

diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung 

dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan 

yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 3.2 Kategorisasi  

No         Kategorisasi                                         Indikator 

1. Pengawasan BPKep -  evaluasi sesuai indikator 

- Klarifikasi  

- Koreksi  

- Alternatif solusi   

 

2. Penyelenggaraan pemerintahan desa         -     Pembangunan     

infrastruktur yang partisipatif  

Sumber: Hasil olahan, 2021 
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3. 5 Narasumber  

Penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah sekelompok orang atau 

individu yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang tema penelitian 

yaitu “ Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan 

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Adapun yang menjadi 

narasumber dalam penelitian adalah sebanyak 4orang, yaitu : 

a. Pemerintah Desa 

1. Bapak Hariyen selaku Kepala Desa (Penghulu) Pasir Putih 

b. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) 

2. Bapak Kusnaidi selaku Ketua BPKep  

3. Ibu Masuryati selaku Sekretaris BPKep 

4. Bapak Suryono selaku Anggota BPKep 

3. 6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data Primer 

Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan 

menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan 

terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian. 

b. Data Sekunder 

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari 

berbagai literatur, buku-buku, dokumen-dokumen maupun catatan tertulis 

yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
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Sugiyono (2012:224) menyatakan teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.  

3. 7  Teknik Anlisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, 

disederhanakan, kemudian diambil makna utamanya. Kemudian disimpulkan dan 

disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.   

3. 8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari 

dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun 

yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu di Desa Pasir Putih, Kecamatan 

Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.  

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak 

tanggal izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yaitu bulan 

Februari sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi 

dan proses bimbingan berlangsung.  

3. 9 Deskripsi Lokasi Penelitian  

3.9.1 Sejarah Singkat Desa Pasir Putih  

Kepenghuluan Pasir Putih berdiri dulu merupakan pemukiman yang mulai 

masuk pada tahun 1970 am dan kemudian menjadi sebuah dusun dari Desa 

Pasir Putih Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Nama 

Pasir Putih diberikan oleh Toko Masyarakat pada masa itu. Seiring dengan 



29 
 

 

perkembangannya pada tahun 1980 Pasir Putih menjadi sebuah desa yang 

terdiri dari tujuh Dusun , hingga sampai saat ini Desa Pasir Putih terdiri 

menjadi empat dusun, diantaranya :  

1. Dusun Kencana  

2. Dusun Sei Kundur  

3. Dusun Sumber Makmur  

4. Dusun Kebun Kencana  

3. 9.2   Visi, Misi Desa Pasir Putih  

Visi : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT PASIR PUTIH YANG 

MAJU, MAKMUR, DAN SEJAHTERA”.  

Misi :  

1.) Menyelenggarakan pemerintahan kepenghuluan yang baik, untuk 

pelayanan masyarakat yang prima. 

2.) Melaksanakan pembangunan infrastruktur kepenghuluan, infrastruktur 

pertanian, pendidikan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat 

demi terwujudnya kesejahteraan.  

3.) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu 

pendidikan pengetahuan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta 

pembinaan sosial dan budaya.  

4.) Mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi kepenghuluan, 

untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Kepenghuluan Pasir 
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Putih demi terciptanya Kepenghuluan Pasir Putih yang lebih maju, 

makmur, dan sejahtera.  

3. 9.3  Kondisi Umum  

 Secara umum kondisi dan geografis Kepenghuluan Pasir Putih memiliki 

karakteristik yang cukup baik dan memadai,Kepenghuluan Pasir Putih 

memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum 

dimanfaatkan. Kepenghuluan Pasir Putih yang memiliki luas wilayah 4.513 

Hektar dengan jumlah Penduduk sebanyak 4.968 jiwa merupakan 

Kepenghuluan swasembada yang telah memiliki berbagai fasilitas,baik sarana 

pendidikan,penerangan,perhubungan dan fasilitas sosial lainnya. Dengan 

perkembangan penduduk yang cukup tinggi,dipandang perlu pembangunan 

disegala aspek dtingkatkan. 

3.9.4  Kondisi Geografis  

A. Letak dan batas Desa/Kepenghuluan  

Kepenghuluan Pasir Putih terletak bagian selatan dari Ibukota Kecamatan 

Balai Jaya dengan jarak 3 KM,yang memiliki batas sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara dengan  :  Kepenghuluan Pasir Putih Utara, 

Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kepenghuluan Bagan Bhakti 

2) Sebelah Selatan dengan :  Kepenghuluan Bhakti Makmur 

3) Sebelah Timur dengan  : Kepenghuluan Jaya Agung, 

Kepenghuluan Kencana 

4) Sebelah Barat dengan  :  Kepenghuluan Balai Jaya Kota, 

Kepenghuluan Balai Jaya 
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B. Luas Desa/Kepenghuluan  

Kepenghuluan Pasir Putih memiliki luas wilayah 4.513 Ha, secara 

administratif Kepenghuluan Pasir Putih di bagi 4 (empat) Dusun yaitu : 

1) Dusun Kencana 

2) Dusun Sei Kundur 

3) Dusun Sumber Makmur 

4) Dusun Kebun Kencana 

C. Keadaan Tanah  

Secara geografis,wilayah Kepenghuluan Pasir Putih sebagian besar 

merupakan kawasan dataran rendah,disamping juga terdapat kawasan dataran 

tinggi dan perbukitan,untuk kawasan rendah sangat cocok untuk tanaman keras 

yaitu Kelapa, Kelapa Sawit, Karet.  

1)  Ketinggian tanah dari permukaan laut      : 10 M 

2) Curah hujan                       : 0 – 758 mm / thn 

3) Topografi (dataran rendah ,tinggi,pantai)   : dataran rendah 

4) Suhu udara rata – rata                                 :  34 derajat 

3. 9.5 Pembangunan Kepenghuluan 

 

Pembangunan kepenghuluan Pasir Putih merupakan realisasi 

rencana pembangunan Kepenghuluan yang berasal dari usulan masyarakat 

yang dituangkan dalam musyawarah rencana bangunan (MUSRENBANG) 

Kepenghuluan dan dilanjutkan Musrenbang tingkat Kecamatan Balai Jaya 

dan Kabupaten Rokan Hilir. 

 



32 
 

 

A. Pembangunan Ekonomi  

a. Pembangunan Sektor pertanian yang dibagikan dalam sub sektor: 

1) Perkebunan 

Hampir sebagian besar wilayah Kepenghuluan Pasir Putih sangat cocok 

untuk tanaman perkebunan,terutama perkebunan karet dan kelapa sawit,untuk 

sekarang ini perkebunan yang ada di Kepenghuluan Pasir Putih merupakan 

milik pribadi dan swasta dalam skala besar. 

2) Peternakan 

Peternakan yang dilaksanakan di Kepenghuluan Pasir Putih,hanya bersifat 

usaha sampingan.baik itu berternak ayam,beternak itik,beternak kambing, 

maupun sapi. untuk ternak sapi dan kambing sangatlah baik. 

B. Pembangunan Sosial Budaya  

a. Pembangunan Pendidikan 

Untuk mendapatkan manusia – manusia yang cerdas dan berkualitas, 

pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi 

dan ditingkatkan. Pendidikan seseorang sangat berpengaruh kepada kualitas 

dan efiensi kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. 

Dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang berkualitas inilah, maka 

perlu adanya persiapan sarana dan prasarana penunjang dalam proses 

pendidikan, sarana pendidikan anak-anak dibagi dalam dua jenis yaitu : sarana 

formal dan sarana non formal, sarana formal berupa pendidikan disekolah-

sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sedangkan sarana non formal 
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berupa pengajian-pengajian di masjid di mushalla, yang sebagian besar didapat 

diluar pendidikan formal atau resmi. 

1) Taman Kanak-Kanak (TK) 

Sebagai Kepenghuluan yang memiliki penduduk yang cukup banyak serta 

potensi Kepenghuluan yang memadai, maka di Kepenghuluan Pasir Putih 

telah didirikan Taman Kanak-kanak sebanyak 2 (Dua) unit antara lain : 

TK TIRTA KENCANA dan RA DINUL HASANAH, dengan adanya TK 

ini diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan anak-anak lebih dini, 

2) Sekolah Dasar (SD) / Sederajat 

Dengan memanfaat dana swadaya masyarakat dan dana bantuan dari 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Pasir Putih dibangun 

beberapa sekolah Dasar antara lain : 

Tabel 3.1 Sekolah Dasar di Kepenghuluan Pasir Putih  

No Nama Sekolah Jumlah Lokal/Kelas 

1. SDN 036 Pasir Putih 11 Lokal / 1 Kantor 

2. SDN 032 Pasir Putih 7 Lokal / 1 Kantor 

3. SDS Kebun Kencana 3 Lokal / 1 Kantor 

4. Madrasah Ibtidaiyah Dinul Hasanah 3 Lokal / 1 Kantor 

 JUMLAH Lokal dan  Kantor 

3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sederajat 

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SLTP) di Kepenghuluan Pasir Putih 

memiliki 2 SMP, sehingga anak-anak lulusan SD harus melanjutkan 

pendidikan ke SMP di Kepenghuluan Pasir Putih.  
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Tabel 3.2 SLTP/ Sederajat di Kepenghuluan Pasir Putih  

No Nama Sekolah Jumlah Lokal/Kelas 

1. SMPN 01 Balai Jaya 22 Lokal / 1 Kantor 

2. MTs, Dinul Hasanah 6 Lokal / 1 Kantor 

 

4) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Sederajat 

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kepenghuluan Pasir Putih 

memiliki 1 Sekolah, yaitu Ma. Dinul Hasanah. 

 

b. Kesehatan 

Di Kepenghuluan Pasir Putih sudah ada Puskesmas Pembantu ( Pustu ), 

sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah tersedia, dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan anak balita telah dilaksanakan kegiatan 

Posyandu yang rutin dilaksanakan. 

c. Agama  

Dalam mewujudkan kehidupan beragama, Penghulu dibantu oleh petugas 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balai Jaya dan ditambah para tokoh 

agama dari berbagai macam Kepercayaan yang ada di Kepenghuluan Pasir 

Putih. 

Tabel 3.3Rumah-rumah ibadah yang ada di Kepenghuluan Pasir Putih 

No  Nama Rumah Ibadah Lokasi 

1.  Masjid Al-Hidayah Dusun Sumber 

Makmur 

2.  Masjid Al-Mukmin Dusun Kencana 

3. 

4. 

5. 

 Masjid Dinul Hasanah 

Masjid Baitul Makmur 

Masjid Al-Ikhlas 

Dusun Kencana 

Dusun Kencana 

Dusun Kencana 

6.  Masjid Al-Amin Dusun Sei 

Kundur 

7.  Masjid Al-Huda Dusun Sei 
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Kundur 

8.  Masjid Al-Iman Dusun Kebun 

Kencana 

9.  Masjid Nur Ikhsan Dusun Kebun 

Kencana 

10.  Masjid Ihya Uhlumuddin Dusun Kencana 

11.  Pura Ganatha Dusun Sumber 

Makmur 

12  Gereja Oikumene Dusun Kebun 

Kencana 

 

d. Penduduk  

Berdasarkan laporan penduduk Bulan Januari 2020, penduduk Kepenghuluan 

Pasir Putih berjumlah 4.968 jiwa dengan 1.283 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri 

dari: 

1) Laki-laki berjumlah   : 2.526 Jiwa 

2) Perempuan berjumlah   : 2.442 Jiwa 

Menurut garis keturunan, masyarakat Kepenghuluan Pasir Putih merupakan 

penduduk yang berasal dari keturunan  : 

1) Suku Jawa 

2) Suku Batak 

3) Suku Melayu 

4) Suku Bali 

Tabel 3.4Jumlah penduduk menurut jenis kelamin  

 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 2.543 Jiwa 

2. Perempuan 2.438 Jiwa 

 Total 4.981 Jiwa 

 Total Kepala Keluarga  1.281 KK 
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    Tabel 3.5Kewarganegaraan  

 

No. Kewarganegaraan 

 WNI WNA 

1.  Laki-laki : 2.543 orang - 

2.  Perempuan : 2.439 orang   

 Jumlah : 1.281 orang   

 

 

Tabel 3.6Jumlah Penduduk menurut agama  

 

No. Penduduk menurut agama nya Jumlah 

1. Islam 4.349 orang  

2. Kristen 474 orang 

3. Khatholik  89 orang 

4. Hindu 55 orang 

5. Budha 14 rang  

 

Tabel 3.7Jumlah penduduk menurut usia  

 

No.  Usia Jumlah  

1. 00-06 tahun 528 orang  

2. 07-12 tahun 818 orang 

3. 13-24 tahun  808 orang 

4. 22-25 tahun 2.124 orang 

5. 56-79 tahun 577 orang 

6. 80 keatas 42 rang  

 

Tabel 3.8Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan  

 

No. Tingkat pendidikan Jumlah  

1. Belum sekolah  1.053 orang 

2. Belum Tamat SD 932 orang  

3. Tamat SD sederajat 1.289 orang 

4. Tamat SLTP 823 orang 

5. Tamat SLTA 623 orang 

6. Tamat Akademi/PT  261ang 

 

 

Tabel 3.9Jumlah penduduk menurut mata pencarian 

 

No. Pekerjaan  Jumlah  

1. Karyawan 460 orang  

2. Pedagang 680 orang  
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3. Petani 680 orang  

4. Belum Bekerja 2.428 orang 

5. Guru 66 orang  

6. PNS 44 orang  

7. Bidan 25 orang  

8. Dokter 1orang  

9. Sopir 87 orang 

10. Penjahit 130 orang  

11. Lainnya  8 orang 

 

Tabel 3.10Jumlah penduduk menurut mutasi penduduk  

 

No. Mutasi penduduk  Jumlah 

1. Lahir 74 orang 

2. Mati 18 orang 

3. Datang 75 orang 

4. Pindah  96 orang 

 

3. 9.6 Administrasi Pemerintahan  

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan Pasir Putih ,Wilayah 

di bagi dalam 4 (Empat) Dusun yang tiap-tiap dusun dibagi beberapa RW dan 

RT yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.11Jumlah Dusun di Desa Pasir Putih  

No Nama Dusun Jumlah RW Jumlah RT 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dusun Kencana 

Dusun Sei Kundur 

Dusun Sumber Makmur 

Dusun Kebun Kencana 

3 

3 

2 

2 

8 

6 

3 

7 

 JUMLAH 10 24 
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3. 9.7 Pemerintahan Kepenghuluan  

A. Pemerintah Kepenghuluan 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Desa Pasir Putih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Pasir Putih  
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B. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan 

Kepenghuluan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kantor Desa Pasir Putih  

 

Pemerintah Kepenghuluan Pasir Putih oleh seorang Penghulu dan Badan 

Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam menyiapkan pelaksanaan 

administrasi Pemerintahan Kepenghuluan,Penghulu dibantu oleh : 

 

KETUA 

KUSNIADI ,S.Pd.I 

WAKIL KETUA 

RAHMAT TAUFIK  

SEKRETARIS 

MASURYATI 

ANGGOTA 

1. SALMIANTO 

2. SUNARDI 

3. SURYONO.G 

4. MUJIMAN 

5. NAZWAN 

SIREGAR 
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a. Sekretaris Kepenghuluan (Sekdes) 

Sekretaris Kepenghuluan diPimpin oleh seorang sekretaris Kepenghuluan 

yang dibantu oleh Kepala Urusan (KAUR) dalam rangka memberikan 

pelayanan Administrasi Pemerintahan di Kepenghuluan.Sekretaris 

Kepenghuluan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi Kepenghuluan kepada Penghulu dan apabila penghulu 

berhalangan,maka sekretaris Kepenghuluan akan menjalankan tugas dan 

wewenang Penghulu. 

Dalam menjalankan administrasi Kepenghuluan,Sekretaris Kepenghuluan 

dibantu oleh KASI dan KAUR yang ada di Kepenghuluan Pasir Putih adalah 

sebagai berikut : 

1) KASI Pemerintahan 

2) KASI Pelayanan 

3) KASI Kesejahteraan 

4) KAUR Umum 

5) KAUR Perencanaan 

6) KAUR Keuangan 

b. Koordinasi Pemerintahan 

Dalam pelaksanaan pemerintahan umum di Kepenghuluan Pasir Putih, 

Penghulu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak instansi lainnya,dalam 

hal keamanan dan ketertiban Kepenghuluan, Penghulu mengadakan koordinasi 

dengan Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di Kepenghuluan.sebagai 
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contoh terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban maka langkah 

pertama yang dilakukan yaitu dengan mengadakan koordinasi dan musyawarah 

dengan jajaran keamanan Kepenghuluan untuk menentukan kebijaksanaan 

yang harus diambil dan dilaksanakan yang harus diambil dan 

dilaksanakan.Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan lainnya seperti dibidang 

pertanian yaitu dengan PPL yang ada di Kepenghuluan dan sebagainya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian  

Bab ini penulis akan menyajikan dan mendeskripsikan hasil penelitian 

yang diperoleh dilapangan berdasarkan metode-metode pengumpulan data yang di 

jelaskan pada bab sebelumnya. Masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini 

adalah bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan 

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pasir Putih Kabupaten 

Rokan Hilir. Agar menjawab pertanyaan dari permasalahan tersebut secara detail 

dan mendalam, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penulis, yaitu; 

pertama, penelitian dimulai dengan pengumpulan data  dan berbagai hal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang ingin di teliti. Kedua, penulis melakukan 

wawancara dengan 4 orang informan yang terdiri dari 3 anggota Badan 

Permusyawaratan Kepenghuluan dan 1 Pemerintah Desa  yakni Kepala Desa.  

Kegiatan wawancara ini dilaksanakanselama satu minggu sejak tanggal 12 

april sampai tanggal 19 april di Kantor Desa Pasir Putih dan salah satu rumah 

anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, adapun wawancara ini dilakukan 

guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang dibuat serta untuk 

memperoleh data-data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Data –data 

yang di maksud berupa pernyataan yang disebutkan oleh para informan penelitian 

sedangkan data sekunder didapatkan dari foto dokumentasi dan dokumen-

dokumen  pendukung yang diambil dari lokasi penelitian.  
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4.2 Deskripsi Hasil Wawancara  

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan seseorang 

kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dan mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Narasumber yang diwawancarai merupakan sumber informasi dan 

pewawancara sebagai penggali informasi. Pada prakteknya ada banyak jenis 

wawancara yang dapat dilakukan, adapun pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara 

mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam 

pelaksanaannya pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang 

terstruktur namun pertanyaan dapat dikembangkan jika perlu guna memperoleh 

informasi yang lebih rinci. 

Berikutnya data-data penelitian yang diperoleh dari metode wawancara 

dengan informan penelitian disajikan pada bab ini, pada wawancara ini daftar 

pertanyaan telah disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Daftar pertanyaan 

yang dibuat telah disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian agar 

menjawab fenomena yang diteliti. Hasil penelitiannya dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

4. 2. 1 Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai 

dengan indikator yang ditetapkan  

 Mengawasi suatu pembangunan hal terpenting yang harus selalu di 

pastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mengacu pada tujuan yang 

sudah ditetapkan sejak awal, melihat suatu keberhasilan pembangunan itu di 

dasarkan pada indikator yang di buat sebagai nilai-nilai yang harus di penuhi 



44 
 

 

untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Pencapaian tujuan juga membutuhkan 

target-target pembangunan yang disusun dengan baik. 

Upaya pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kepentingan 

masyarakat di dalamnya. Maka tujuan tersebut di buat dengan melihat kebutuhan 

dan permasalahan yang ada dimasyarakat agar bernilai guna dan tepat sasaran.  

suatu indikator juga sangat penting sama halnya dengan tujuan, indikator menjadi 

tolak ukur yang di buat untuk mengetahui keberhasilan pembangunan itu serta 

tercapainya tujuan pembangunan . Sesuaiwawancara pada hari selasa tanggal 13 

april 2021 yang penulis lakukan dengan Bapak Hariyen selaku Kepala Desa Pasir 

Putih, beliau mengatakan: 

“Selama ini pembangunan infrastruktur telah dikerjakan sesuai 

dengan bestek yang telah digambar dan juga memuaskan. Tujuan 

pembangunan infrastrukturjika drainase untuk melancarkan saluran 

air yang tumpat dan kita arahkan ke saluran yang besar atau parit, 

kalau untuk semenisasi biasanya melihat jalanan itu berlumpur dan 

licin, sehingga difikirkan bahwa perlu adanya semenisasi di daerah 

atau RT yang memerlukan maka dibahas dalam musrenbangdes.  

Pembangunan ini perlu dilihat secara prioritas yang paling penting 

diutamakan, semua memang butuh tapi yang paling sangat 

membutuhkan yang di kerjakan, sehingga tidak ada ketimpangan 

atau yang sifatnya mementingkan sekelompok orang itu lah tujuan 

pemerataan. Selama ini tujuan pembangunan itu sudah tercapai 

tetapi tidaklah maksimal .  
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Hal lain yang kita kejar itu medan nya atau lokasi nya yang 

sifatnya padat karya. Cuma padat karya tersebut di upahkan dengan 

upah yang rendah atau upah minimum, yang terpenting masyarakat 

butuh jalan maka kita lakukan semenisasi. Di gotong royongkan 

namun diberi upah minimum. Indikatornya itu tadi semua 

masyarakat mengawasi pekerjaan, kemudian para anggota BPKep 

dilapangan dipantau dan disarankan agar bekerja sesuai dengan 

bestek, jangan sampai ada anggaran dana yang tidak sesuai.  

Karena yang ditakutkan kedepannya asal bangun saja berjalan satu 

tahun infrastruktur jalan sudah hancur. Maka diberikan arahan 

supaya di kerjakan sesuai dengan panduan yang ada, jangan sampai 

lari dari panduan, artinya semua elemen juga mengikut disitu 

bukan Cuma kepala desa tetapi juga BPKep, RT, dan RW.  

Begitu pula pembangunan yang dilakukan dari awal di lihat 

lokasinya, di foto sebelum dikerjakan dan setiap pengerjaan yang 

dilakukan di foto tiap progress nya hingga selesai untuk dilihat 

apakah telah sesuai atau tidak, penilaiannya ke inspektorat. Jika 

ukurannya kurang, kita yang menambahkan misalnya kurang 2 

meter itu biayanya 2 juta, maka dimasukkan ke kas desa.  

Tidak bisa juga menambah ukurannya lagi, sementara bangunan 

nya sudah selesai dikerjakan. Maka saya katakan jangan sampai 

ukurannya pas-pasan, bisa saja data inspektorat dengan data milik 

desa berbeda, sehingga lebih bagus dilebihkan. Misalnya yang 
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seharusnya tinggi semenisasi jalan 150 sentimeter maka dilebihkan 

saja menjadi 153 sentimeter. Jangan mencari keuntungan namun 

nanti pada akhirnya rugi dibelakang, jadi biarlah kita dapat upah 

kerja kecil atau minim tetapi ukuran semenisasi dan drainase nya 

tidak kurang maka penilaiannya akan bagus.  

Berbicara mengenai target itu tergantung dari dana, jika dana nya 

ada lalu dirapatkan dalam musrenbangdes dan kita ajukan sesuai 

anggaran. Sampai rincian upah, material bahan bangunan, dan lain 

sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti 

misalnya semenisasi dan drainase kita sesuaikan dengan anggaran, 

dapat lah kita administrasi untuk pengerjaan itu tergantung dari 

dana. Untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2020 yang di 

anggarkan oleh pemerintah desa itu lah tadi drainase dan 

semenisasi jalan”. 

Berikut pernyataan Sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) 

yang memperkuat pernyataan di atas, wawancara dilaksanakan pada Selasa 

tanggal 13 April 2021, dengan Ibu Masuryati selaku Sekretaris BPKep, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Selama ini pembangunan infrastruktur di desa pasir putih telah 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga 

pembangunan untuk tahun 2019 sudah mencapai target. Tujuan 

utamanya untuk memudahkan masyarakat, yang kedua pemerataan. 

Di desa ini terdiri dari banyak dusun dan RT, tetapi tetap kita 
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mengutamakan yang paling butuh terlebih dahulu. Misalnya RT 07 

infrastruktur yang dibutuhkan itu jalan, tetapi karena untuk 

membangun jalan, Dana Desa tidak mencukupi, jadi kita 

mengharapkan dari pemda atau pusat. Sehingga di RT tersebut 

yang dibangun hanya yang kecil-kecil dahulu sebab jalan disitu 

memang sangat dibutuhkan, namun tidak bisa karena sudah 

melebihi 200 juta sedangkan Dana Desa tahun lalu berada 

dibawahnya.  

Jadi yang terpenting itu pemerataan, perbaikan jalan, namun Dana 

Desa tidak diperuntukkan kesitu. Yang di bangun itu seperti 

drainase, semenisasi yang telah dibangun. Tetapi sebenarnya yang 

kami butuhkan itu dana yang lebih besar jadi bukan hanya dari 

Dana Desa saja, maka kami harapkan kedepan tidak hanya dari 

dana desa tetapi juga dana dari Kabupaten yang khusus  untuk 

pembangunan infrastruktur. Selanjutnya program pembangunan 

kita anggap telah berhasil dilihat dari anggaran yang sudah turun, 

telah sesuai dengan yang direalisasikan dalam bentuk 

pembangunan gorong-gorong atau drainase, dan semenisasi. 

Sebelum kita turun melakukan pembangunan infrastruktur kan 

sudah ada ditentukan misalnya, RT 01 meminta semenisasi jalan 

sekian ratus meter, dan RT yang lain meminta pembangunan 

drainase, itu semua sudah diatur atau ditentukan dan telah sesuai 

dengan pelaksanaannya. Karena kita diawasi danada 
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pertanggungjawabannya dan semua telah sesuai dengan yang 

dianggarkan , jadi sebenarnya itu sudah terlihat semua bentuk nya 

sehingga ketika tim audit datang maka tidak ada lagi kesalahan, 

tidak ada yang belum dibangun, semua telah terealisasi.  

Setiap 1 item pembangunan yang dilakukan ada pengawasannya 

sesuai dengan wewenang BPKep masing-masing. Misalnya seperti 

saya di dusun tempat saya tinggal, maka setiap saya melaksanakan 

pengawasan itu sesuai dengan yang telah ditentukan, misalnya 

pembangunan semenisasi jalan maka disitu kita check berapa 

standart nya mulai dari ukuran besi nya, berapa jumlah semen nya, 

dan semua bahan-bahan materialnya. Seperti itu lah selaku 

pengawas pembangunan infrastruktur Desa Pasir Putih. Jadi nanti 

hingga selesai kita datang ke lokasi-lokasi pembangunan dan 

dilihat bagaimana perkembangannya sampai nanti selesai pada 

waktu sekian bulan. Sesuai dengan batas waktu nya, awalnya dari 

situ dibentuk terlebih dahulu para pekerjanya. Kebanyakan waktu 

pembangunan nya itu tidak sampai 2 bulan tetapi kalau tenggang 

waktu biasanya 3 sampai 4 minggu”. 

 Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Kusnaidi selaku Ketua 

BPKep dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 beliau mengatakan 

bahwa: 

“Apapun yang dilakukan dalam pemerintahan desa ini dalam 

pembangunan itu semua dituangkan dalam musrenbangdes, 
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kemudian implementasinya didalam tindakan pembangunan per 

tahun itu akan di terapkan dalam bentuk pembangunan-

pembangunan, jadi kalau di BPKep ini kita melakukan pengawasan 

dan memastikan bahwasanya pembangunan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan yang tertuang di dalam Anggaran Belanja 

Kepenghuluan (APBKep), kita memastikan bahwasanya 

pembangunan itu telah berjalan, kita pastikan juga kualitas 

pembangunan yang baik, kita ambil contoh misalnya semenisasi 

jalan, pembangunan drainase, dan lain sebagainya.   

Saat menetapkan tujuan pembangunan itu dilakukan bersama-sama 

antara pemerintah desa dan BPKep, karena BPKep merupakan 

representasi dari masyarakat maka otomatis dalam menetapkan 

tujuan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semua di 

tiap dusun ingin dibangun, tetapi kita punya skala prioritas yang 

dalam hal ini setiap tujuan itu sudah tercapai.  

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan , pertama bahwa 

pembangunan itu telah sesuai dengan kebutuhan, kalau misalnya 

indikator itu tidak sesuai dengan kebutuhan maka itu bukan 

indikator keberhasilan. Di pasir putih ini kan terdiri dari banyak 

dusun. Misalnya saja dusun yang paling besar luas nya yaitu dusun 

kencana, kemudian ada drainase yang dibutuhkan drainase itu di 

limpahkan ke jalan sehingga aspal itu cepat rusak maka ini akan 

lebih kita prioritaskan. Sebab apabila tidak diprioritaskan tentunya 
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nanti sarana publik lebih cepat rusak dan ini akan mengganggu 

kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jalan. Tolak ukurnya 

sesuai dengan kebutuhan, lalu antara anggaran dengan kualitas 

pasir pembangunan itu tentunya harus sesuai, kalau kualitasnya itu 

tidak bagus tentunya tujuan pembangunan belum tercapai, yang 

kedua yaitu kualitasnya harus kami jamin.  

Langkah selanjutnya dalam mengevaluasi kita selalu 

mendiskusikan dengan pihak pemerintah desa, karena di dalam 

pemerintahan desa itu ada dua institusi, di satu sisi institusi BPKep 

dan institusi Kepenghuluan/ Desa, maka kita diskusikan bersama. 

Tahapan berikutnya setelah kita diskusi, kemudian kita ke 

lapangan bersama-sama melihat apa saja yang dibangun, apakah 

semenisasi jalan atau drainase, kita juga mendiskusikan mengenai 

prioritas yang akan datang jadi itu lah tahapan-tahapan nya”. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam pengawasan diperlukan adanya evaluasi mengenai keberhasilan 

pembangunan infrastruktur yang didasarkan atas ketercapaian tujuan, target 

berdasarkan indikator yang ditetapkan sebelumnya, guna mencapai tujuan 

bersama yang di harapkan. Dan wawancara selanjutnya yang dilakukan pada 

hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Bapak Suryono salah satu anggota 

BPKep, beliau mengatakan: 

“Tujuan yang ditetapkan untuk menyejahterakan masyarakat, jika 

dikatakan sudah tercapai atau belum, tentu jawabannya masih 
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belum masih ada kekurangannya juga. Karena tiap dusun 

keluhannya selama ini beragam. Jadi aspirasi masyarakat itu belum 

sepenuhnya bisa di jawab oleh pemerintah desa, tetapi tidak 

sepenuhnya juga masyarakat menyampaikan keluhan dan 

kebutuhan nya karena semua sibuk dengan pekerjaan nya masing-

masing. Kita kirimkan undangan kepada kumpulan-kumpulan 

masyarakat, tetapi yang datang hanya perwakilan nya saja.  

Jika dikatakan sudah berhasil atau belum, ya memang belum 

berhasil tetapi apa yang ditetapkan di desa itu sudah di kerjakan. 

Kita ikuti sesuai bestek nya tetap apa yang menjadi panduannya 

kita jadikan dasar. Setelah itu untuk pengawasan dilakukan oleh 

tiap perwakilan yang tinggal di dusun-dusun”. 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan sesuai dengan 

pernyataan Ketua BPKep mengenai evaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan 

serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan. yaitu untuk mencapai tujuan 

pembangunan tersebut, pembangunan yang telah dilakukan harus mengacu pada 

indikator yang ditetapkan.  

Pengawasan dalam pembangunan harus dilakukan untuk melihat seberapa 

jauh program tersebut dilaksanakan, dengan melihat langsung ke lapangan segala 

proses pembangunan yang dilakukan, menemukan kendala-kendala yang harus 

segera ditangani agar keberhasilan suatu pembangunan dapat dicapai.  

Pengawasan yang dilakukan dapat mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan tersebut, di sebut berhasil jika sudah memenuhi target dan telah 
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sesuai dengan indikator yang digunakan oleh desa, indikator yang menjadi acuan 

nya yaitu bestek atau denah pembangunan yang disusun dan telah di 

konsultasikan dengan konsultan pembangunan. pada bestage telah di rincikan 

semua hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, mulai dari 

rincian anggaran yang akan digunakan, jumlah bahan material bangunan yang 

diperlukan, hingga ukuran bangunan. Prinsipnya di desa pasir putih menggunakan 

bestek tersebut sebagai indikatornya, sehingga pembangunan itu disesuaikan 

dengan bestek yang ada.  

Tujuan pembangunan itu sendiri yaitu pemerataan guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat, hal ini belum dapat di rasakan oleh masyarakat 

keterbatasan anggaran menjadi alasan pembangunan itu belum bisa merata, maka 

pembangunan mengacu pada prioritas yang diutamakan, permasalahan jalanan 

yang rusak dan pembuangan air yang belum ada di beberapa dusun yang harus 

segera dilakukan pembangunan nya, menjadi prioritas utama pembangunan desa 

sebab infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat setiap 

harinya, jalanan yang rusak akan menghambat segala aktivitas masyarakat. begitu 

pula dengan gorong-gorong atau drainase dianggap menjadi suatu infrastruktur 

yang harus dimiliki oleh masyarakat . Maka dari itu, semenisasi jalan dan drainase 

dibangun oleh pemerintah desa. Tujuan itu dianggap tercapai jika pembangunan 

telah selesai dilakukan atau program tersebut telah terealisasi.  

4.2.2  Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang 

mungkin ditemukan.  
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Pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang di dalam nya telah di anggarkan sejumlah biaya yang 

dipergunakan, itu lah perlunya pengawasan  dilakukan agar kemungkinan-

kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan dapat ditemukan. Jika 

ada penyimpangan ini menjadi indikasi terhambatnya pembangunan. 

Unsur penyimpangan bisa menggagalkan suatu pembangunan, apalagi jika 

adanya penyimpangan pada anggaran, tentunya akan sangat sulit untuk 

diselesaikan dan justru akan menambah masalah baru, maka prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan tetap transparan, akuntabel, dan 

partisipatif harus selalu di pegang oleh aktor-aktor pembangunan. Dengan begitu, 

itu lah mengapa pengawasan itu harus dilakukan.Sesuai dengan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dengan Bapak Hariyen 

selaku Kepala Desa mengatakanbahwa : 

“Saya selalu menghimbau kepada masyarakat untuk mengawasi 

bagaimana para pekerja saat melakukan pembangunan, semen, 

pasir, besi, dan lainnya yang mereka gunakan apakah telah sesuai 

atau tidak agar tidak menyimpang dari bestek, karena nantinya kita 

juga yang merasakannya, jika tidak bagus maka pekerjaan itu 

setahun sudah hancur dan akan menjadi kerepotan.  

RT dan RW juga dilibatkan untuk membantu BPKep, RT dan RW 

kita ajak supaya ada uang tambahan, walaupun demikian tidak 

adanya indikasi penyimpangan hanya hambatan yang kita alami 

semisalnya saat membangun drainase dan semenisasi jalan jika 
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sering hujan semen tersebut lama-kelamaan akan terkikis. Tidak 

ada sifatnya penyimpangan namun hal-hal seperti itu masih bisa 

teratasi. Selama saya menjabat sebagai kepala desa tidak ada 

penyimpangan perangkat desa yang mana tidak melaksanakan 

tupoksinya, semua saling bekerjasama termasuk kaur 

pembangunan, yang mengecek material bahan bangunan hingga 

mengecek ke lokasi pembangunan.  

Selama ini juga tidak ada penyimpangan yang terjadi, kalau pun 

ada penyimpangan seperti kesalahan di lapangan. Itu lah 

tanggungjawab  BPKep, mereka lah penanggungjawab tenaga 

teknisi, dan saya tidak mau di libatkan, saya hanya mengeluarkan 

anggaran, mereka yang belanja. Jadi BPKep yang melihat di bestek 

di sesuaikan dengan gambar yang ada di bestekkalau tidak sesuai 

nanti tidak diterima. Saat pengecekan oleh inspektorat misal tidak 

sesuai harus mengembalikan uang anggaran nya, bagaimana cara 

kita mengembalikannya. Maka kerja nya harus maksimal sesuai 

dengan bestek. Kalau tidak tahu membaca bestek nya harus ditanya 

agar kita carikan ahli bangunan. Tetapi Alhamdulillah belakangan 

ini tidak ada masalah, saya juga tetap turun ke lapangan untuk 

melihat, kita lihat bestek sesuai atau tidak dengan yang dikerjakan, 

kalau sesuai tidak ada masalah itu lah tujuan kita. Anggaran kita 

ada, kita kerjakan dan memuaskan, juga ditinjau dari ukuran dan 

campuran semen, besi dan lainnya. Kita libatkan semua mulai dari 
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BPKep, LPM, Masyarakat, RT, RW, dan Kepala Dusunnya. 

Kadang bersama sekdes namun bisa saja dengan BPKep yang 

terpenting kita kesana melihat sudah berapa persen pembangunan 

nya semuanya harus disesuaikan jangan sampai asal-asalan 

mencampur semen tidak sampai 2 hari kerikilnya bisa lepas. 

Biasanya kalau hujan deras semen nya bisa terkikis, kalau sudah 

seperti itu maka kita akan menghimbau masyarakat untuk 

mengumpulkan iuran agar jalan yang rusak tadi diperbaiki, dan 

tidak kesalahan yang bentuknya bahan material yang berlebihan 

ataupun kualitasnya yang kurang bagus karena telah disesuaikan 

dengan rincian dana anggaran yang sudah ada, lalu kita belanjakan 

semua anggarannya harus di habiskan. Jika tidak habis itu lah 

indikasi penyimpangan tadi, misalnya anggaran 150 juta yang 

dibelanjakan 130 juta. Maka yang 20 juta bisa kita masukkan ke 

kas desa untuk tambahan anggaran pembangunan ditahun depan. 

Tetapi ya rasanya lucu sebaiknya kita habiskan sesuai dengan 

anggarannya, mangkanya saya bilang dilebihkan ukurannya tetapi 

ya begitu upahnya minim.  

Selalu kita usahakan dalam pembangunan drainase maupun 

semenisasi jalan harus dilebihkan, ditambahkan ukurannya, jadi 

ketika inspektorat mengukur ke lapangan tidak ada yang kurang 

ukurannya”.  
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Pernyataan Kepala Desa diatas, diperkuat dengan pernyataan yang 

diberikan oleh Ibu Masuryati, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari 

Selasa tanggal 13 April 2021 dengan Ibu Masuryati selaku Sekretaris Badan 

Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), menyatakan bahwa : 

“Biasanya kami menemukan hal-hal kecil pada saat tenggang 

waktu beberapa hari untuk melihat hasil pembangunan, apabila 

dalam beberapa hari tenggang waktu tersebut tidak ada kerusakan, 

maka kita anggap sudah memenuhi standart, sudah layak atau 

belum. Kendala itu tetap ada tetapi sebelum tahap penyelesaian 

sudah diselesaikan semua. Kesalahan teknis yang kadang dialami 

seperti barang yang datang tidak sesuai dengan jumlah yang di 

pesan, tetapi itu bukan masalah besar, sehingga masih bisa diatasi, 

besoknya sisa barang diantarkan lagi.  

Sebenarnya tidak ada penyimpangan, namun jika pun ada kita akan 

menegur langsung mandor pekerja bangunan di lokasi, akan kita 

tanyai seberapa banyak barang material yang datang, mengapa 

tidak sesuai dengan yang dipesan. Contohnya saja seperti di dusun 

tempat tinggal saya, disana jalanan nya rusak kalau memesan pasir 

sekian kubik, karena kita memesan nya jauh sampai disana harus di 

bongkar lagi karena jalanan nya rusak, sehingga harus bolak-balik 

membawa pasir memakai mobil yang lebih kecil. Itu lah yang 

sering terjadi tetapi itu bukan suatu penyimpangan, hanya menjadi 
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suatu hambatan karena memakan waktu lebih lama, kalau 

penyimpangan tidak ada”.  

Pernyataan wawancara diatas dikaitkan dengan wawancara ini, bahwa di dalam 

pembangunan kemungkinan akan ada hal –hal yang ditemui yang dapat 

menghambat pembangunan, maka dengan dilakukan pengawasan yang baik 

kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat segera diatasi agar 

proses pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga 

tidak menjadi penghambat dalam segala proses pembangunan. peran BPKep 

dalam mengawasi pembangunan juga diwujudkan dalam bentuk pengambilan 

tindakan untuk mengklarifikasi dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan 

yang mungkin ditemukan. Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang 

dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Bapak Kusniadi 

selaku Ketua BPKep, beliau mengatakan bahwa : 

“Mungkin karena ini pemerintah desa jadi sederhana saja 

dilakukan, akan tetapi walaupun sederhana sudah mewakili untuk 

menganalisa penyimpangan. Pertama antara yang tertuang di dalam 

APBKep apabila sudah sinkron ini tentunya pengawasan sudah 

berjalan. Lalu kemudian ada juga menempatkan rekan-rekan kerja 

kita BPKep dalam pembangunan itu sebagai salah satu fungsi 

pengawasan dan bisa juga saya tambahkan BPKep itu kan tugas 

pokoknya tiga, yaitu bersama dengan penghulu membuat peraturan 

desa tugas legislasi, kemudian melakukan pengawasan termasuk 

melakukan pengawasan pembangunan, apakah pelayanan publik 
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sudah berjalan dengan baik yang ketiga menentukan anggaran 

bersama-sama dengan penghulu/kepala desa. Dan sejauh ini tidak 

ada penyimpangan karena disini pendekatan yang kita bangun 

dengan pemerintah desa relatif baik. Jika ada kemungkinan atau 

adanya peluang terjadinya kesalahan, maka kita bisa melakukan 

teguran baik secara lisan ataupun tertulis”.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 

dengan Bapak Suryono selaku Anggota BPKep, beliau mengatakan  

“saya melihat sebagai pengawas tidak ada penyimpangan, 

target dari desa segitu di keluarkan anggaran nya dan itu 

sudah di sesuaikan tidak pernah ada penyimpangannya. 

Kalau pun ada biasanya akan kita musyawarahkan lagi, 

mana yang tidak cocok, yang kurang kita rembukkan dan 

diskusikan kembali. Jika pun ada masalah kecil-kecil itu 

biasa seperti karena faktor jalan yang rusak, jalan yang jauh 

ataupun dana transportasi yang berbeda karena jaraknya 

jauh ataupun dekat. Kita ini kan pengawas kalaupun ada 

kritikan-kritikan itu biasa”.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditemui kesamaan dengan pernyataan 

yang diberikan oleh Ketua BPKep mengenai pengambilan langkah klarifikasi 

dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemui, dengan adanya tindakan 

tersebut dalam pengawasannya BPKep harus mampu menganalisa hambatan-

hambatan yang ditemui dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi tentunya 
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dengan melibatkan berbagai eleman baik itu dari pemerintah desa maupun dari 

masyarakat desa.  

 Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari para informan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa tindakan klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang 

mungkin ditemui dalam pengawasan BPKep ditemukan adanya hambatan 

dalam pembangunan, namun dalam hal ini tidak dikatakan suatu 

penyimpangan. Hambatan yang ditemui meliputi kesalahan teknis seperti 

pengiriman barang yang tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan, serta faktor 

jalan rusak yang menjadi hambatan akses kendaraan menuju ke lokasi 

pembangunan, serta faktor alam yaitu hujan yang terus-menerus mengguyur 

sehingga mengakibatkan jalanan yang akan dilalui becek dan berlumpur maka 

sangat sulit untuk dilalui, akibatnya material bangunan seperti pasir, semen, 

batu, dll harus di bongkar dan dipindahkan ke mobil-mobil yang lebih kecil 

untuk diangkut ke dalam menuju lokasi pembangunan.  

3.2.3  Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan . 

Segala proses pembangunan tidak lepas dari masalah dan hambatan yang 

mungkin terjadi, baik itu hambatan  yang sifatnya teknis ataupun hambatan karena 

faktor alam. Namun dengan adanya pengawasan itu berbagai masalah dan 

hambatan dapat diselesaikan bersama- sama dengan mencari solusi 

penyelesaiannya sehingga tujuan pembangunan yang di inginkan dapat tercapai. 

Solusi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada agar segera 

dapat diatasi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian.  
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 

2021 dengan Bapak Hariyen selaku Kepala Desa Pasir Putih, beliau mengatakan: 

“Untuk dua tahun ini kita tidak 

menganggarkanpembangunankarena dialihkan ke Bantuan 

Langsung Tunai dan Dana penjaga bencana alam, itu kalau dari 

Dana Desa tapi kalau Alokasi Dana Desa APBD kita sekarang 

anjlok atau defisit dari 2,3 Milyar menjadi 1,3 Milyar. Kalau 

seperti itu apa yang mau di anggarkan, untuk menggaji honor saja 

sudah lumayan. Jadi seperti itu lah untuk dua tahun ini Dana Desa 

tadi dipergunakan tepat sasaran yang sudah dianjurkan oleh 

kementerian desa. Untuk dana pencatatan-pencatatan, data akurat 

jumlah keluarga, keadaan ekonominya, itu semua di anggarkan. 

Tetapi kalau infrastruktur memang tidak ada atau kita minimalisir. 

Kalau pun ada di masa pandemi ini kami rencanakan untuk 

pembangunan posyandu dan MCK, paling penting juga 

dianggarkan untuk ketahanan pangan di anggarkan dibawah 200 

juta tetapi jumlah dana nya tidak mencukupi.  

Solusi masalah untuk pembangunan saya rasa juga tidak ada, 

seperti yang saya katakan tadi, jika telah sesuai dengan yang kita 

ajukan melalui musrenbangdes begitu pula dengan anggaran yang 

sudah dirincikan, bestek juga sudah dikonsultasikan bersama 

konsultan. Maka telah sesuai dengan yang kita kerjakan tadi telah 

sesuai dengan apa yang diharapkandan sudah tercapai. Sehingga 
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tidak ada penyimpangan-penyimpangan karena semua yang terlibat 

bekerjasama untuk mengawasi, dan masyarakat juga kita cari yang 

mengerti soal pembangunan. Seperti yang saya bilang tadi harus 

disesuaikan dengan bestek, misalnya di bestek 600 buah semen 

tidak mungkin kita belanjakan 200 buah. Itu lah indikasi korupsi 

tadi. Mangkanya kalau terkena hujan bisa berlepasan kerikilnya 

sehingga saya tidak mau seperti itu. Tentunya  ada kerusakan , itu 

lah akibat kikisan air hujan Cuma yang paling terlihat tadi jalanan 

nya menurun itu pun tidak langsung dirasakan namun setelah 

bertahun-tahun semenisasi itu berjalan, maka perlu adanya 

perbaikan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah itu, 

kita ajak gotong-royong biasa seperti itu, terkadang juga saya bantu 

3 sampai 4 buah semen agar tidak hancur total, maka perlu adanya 

kesadaran masyarakat karena mereka juga yang menggunakan 

jalan. Kalau pemerintah desa hanya melakukan pembangunan saja 

tidak ada perbaikan nya.  

Solusi yang kita berikan tadi jika pun ada masalah yang dihadapi 

dalam pembangunan infrastruktur jalan, jika ada jalanan yang 

rusak kita ajak masyarakat untuk iuran memperbaiki jalan. 

Memang itu belum maksimal artinya masih ada sebagian 

masyarakat yang tidak mau ikut iuran dan menganggap itu 

merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Kita himbau saja 

kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara jalan, dan kita 
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sampaikan bahwa semenisasi jalan itu tidak boleh dilalui 

kendaraan yang beratnya lebih dari 3 ton, agar jalanan tidak cepat 

rusak. Maka itu lah tadi kita minta masyarakat ikut juga 

mengawasi dengan mengajak orang-orang yang berpengaruh di 

setiap dusun agar dapat menyampaikan himbauan tersebut kepada 

masyarakat lainnya. Sebab orang-orang yang berpengaruh ini 

perkataan nya akan di dengar yang  terpenting bisa saling 

bekerjasama”.  

Pernyataan yang diberikan oleh Kepala desa diatas juga diperkuat dengan 

pernyataan Ibu Masuryati wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 

April 2021 dengan Ibu Masuryati selaku Sekretaris BPKep Pasir Putih, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Pembangunan jalan di dusun yang jauh dari jalan lintas, dengan 

luas dusun sekitar 1 ½  kilometer hingga 2 kilometer, sehingga 

akses nya pun sulit jalanan di dalam rusak, jadi terhambat untuk 

menuju kesana. Sementara itu, memang jalannya ingin diperbaiki 

tetapi Dana Desa tidak mencukupi untuk membangun kesitu. 

Karena Dana Desa tidak bisa membangun lebih dari 200 juta. 

Tetapi kalau bisa dari pusat untuk menambah anggaran Dana Desa. 

Tidak ada hambatan yang besar seperti yang saya katakana tadi, 

hambatan nya karena jalan menuju kesana sangat tidak bagus 

apalagi kalau hujan jadi becek tentunya sangat memakan waktu 
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untuk membangun jalan. Kendaraan yang masuk menuju kesana 

sering tersendat dan terjebak dilumpur.  

Mengatasi permasalahan itu, maka kita harus menambahkan tenaga 

kerja yang dipakai pada saat itu saja atau bisa dikatakan pekerja 

musiman.  Memang sifatnya gotong-royong tetapi masyarakat yang 

kita minta membantu untuk memindahkan pasir tadi ke mobil-

mobil kecil tetap dibayar juga walaupun  dengan upah yang minim. 

Itu lah penambahan dana tadi maka dari itu diperlukan 

kerjasamanya antara RT setempat dan koordinasi nya dengan 

kepala desa, maka kita minta yang bekerja agar tidak 

mempermasalahkan upah, sebab masalah dana juga kita terbatas.  

Sebetulnya pelaksanaan pembangunan itu sudah sesuai, tetapi 

kalau di dusun tempat saya tinggal yang seharusnya 10 hari sudah 

selesai itu biasanya nambah waktu. Kadang 3 hari, itu tadi kendala 

nya di jalan karena jalanan menuju ke dalam rusak”.  

 Pernyataan wawancara sebelumnya dengan wawancara ini, maka dikaitkan 

diperoleh kesimpulan bahwa dengan merumuskan solusi yang di anggap dapat 

mengatasi hambatan yang ada dalam pembangunan infrastruktur dengan 

melibatkan masyarakat sekitar dalam memperbaiki jalanan yang rusak dan 

menggunakan tenaga masyarakat dalam bergotong royong mengatasi 

permasalahan secara bersama-sama. Selanjutnya wawancara yang dilakukan 

pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Bapak Kusniadi selaku Ketua  

BPKep Pasir Putih, beliau mengatakan bahwa : 
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“Hambatan yang ada juga terdapat pada pengawasan BPKep itu 

sendiri, maklum saja anggota BPKep memiliki pekerjaan lain, 

insentif BPKep juga kurang memadai, maka otomatis untuk 

mensinkronkan pada saat pembangunan ini telah berjalan dengan 

jadwal kerja anggota BPKep itu lah yang sulit untuk di sinkronkan.  

Biasanya saya meminta waktu dalam rapat terbatas, jika pun ada 

masalah dalam pembangunan yang harus kami bicarakan. Rapat 

terbatas itu bersama penghulu/ kepala desa, sekretaris desa dan 

anggota BPKep, dalam pembicaraan itu kami bahas dan di 

rembukkan solusi untuk pemecahan masalah. Misalnya, seperti 

dahulu pernah terjadi kesalah pahaman di masyarakat , ketika ada 

pembangunan di dusun rawang makmur, pembangunan itu agak 

terhenti lama, dikira masyarakat pembangunan ini terbengkalai, 

jadi masyarakat itu banyak mengeluarkan suara-suara sumbang. 

Tetapi masyarakat ini tidak tahu bahwa kendala teknis pada saat itu 

hujan lebat yang berkepanjangan, material yang akan masuk saja 

susah sekali karena jalanan nya yang rusak jadi mobil pengangkut 

material itu tidak bisa masuk. Oleh karena itu kita undang tokoh-

tokoh masyarakat di lorong atau di gang itu dan semuanya suasana 

nya menjadi cair kembali.  

Selama ini semuanya berjalan dengan baik, belum ada masalah-

masalah yang cukup signifikan dan menekan kita, yang akibatnya 

timbul masalah besar. Dengan adanya diskusi yang kita lakukan 
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melalui tokoh-tokoh masyarakat akhirnya mereka akan paham dan 

sudah tidak ada lagi suara-suara sumbang ataupun gejolak di 

masyarakat. Itu kita buktikan ketika cuaca baik dan jalanan nya 

sudah bisa di akses, maka pembangunan terus kita lanjutkan”.  

 Wawancara berikutnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 

dengan Bapak Suryono selaku Anggota  BPKep Pasir Putih, beliau mengatakan: 

“Solusi tiap dusun dari perwakilan anggota BPKep masing-

masing, solusinya itu dimusyawarahkan dalam rapat internal 

BPKep dilihat jika permasalahan nya mengenai upah pekerja 

musiman yang dibayar untuk membongkar pasir dari mobil truk 

untuk di bawa ke dalam. Maka untuk upah pekerja itu, kami 

diskusikan dengan begitu kami menambahkan nya dari gaji kami. 

Misalnya gaji saya 150 ribu kita iuran 20 ribu untuk menambahkan 

upah pekerja tadi. Tetapi itu tidak berlaku dengan yang lain, 

masyarakat ataupun pemerintah desa. Hanya kami anggota BPKep 

saja yang membayar biaya tambahan untuk upah si pekerja tadi. 

Sebenarnya itu tidak pantas untuk diceritakan, pembangunan itu 

dikatakan sudah sesuai anggaran nya, jika pun ada dana tambahan 

yang diperlukan seperti tadi untuk membayarkan upah pekerja 

musiman. Maka di minta kesadaran dari kami saja , karena banyak 

masyarakat yang tidak tahu dan menganggap itu tugasnya 

pemerintah desa, dengan begitu kerjasama saja yang kita perkuat, 
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urusan mereka mau membantu ataupun tidak , maka sudah tidak 

terlalu dipikirkan”. 

 Berdasarkan jawaban yang di berikan oleh informan diatas, hasil 

wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ketua BPKep mengenai 

alternatif solusi yang diberikan oleh pemerintahan desa terkait dengan masalah 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan, solusi yang ditawarkan diperoleh 

melalui musyawarah atau rapat yang dilakukan baik antara internal BPKep 

dengan pemerintah desa, kerjasama tersebut dilakukan agar masalah yang ada 

dalam pembangunan dapat segera diatasi dengan baik. 

 Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa solusi 

yang diperoleh dari musyawarah atau rapat yang dilakukan antar BPKep dan 

Pemerintah desa dengan menggandeng tokoh masyarakat agar dapat melibatkan 

masyarakat untuk turut membantu permasalahan yang ada di lapangan, dengan 

menggunakan swadaya masyarakat guna memperbaiki jalan, solusi tersebut 

dianggap telah tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Namun dalam 

prakteknya tenaga masyarakat yang dipakai tidak Cuma-Cuma, masyarakat yang 

terlibat dilapangan dibayar namun dengan upah yang minim, hal tersebut 

disebabkan tidak adanya dana perbaikan dari kas desa, sehingga BPKep dalam 

menjalankan fungsi pengawasannya dituntut lebih peka dalam mengambil 

tindakan, dengan Insentif yang dianggap kurang memadai BPKep Pasir Putih 

tetap bertanggungjawab pada tugasnya agar terlaksana dengan baik , maka dalam 

hal ini BPKep memberikan upah pekerja musiman tersebut dari dana pribadi milik 

mereka.  
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4. 3  PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, hasil penyajian data akan di analisis dengan tetap 

mengacu pada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Dari 

seluruh data yang disajikan dan diperoleh selama penelitian, baik  dengan 

melakukan wawancara langsung kepada informan-informan penelitian, melakukan 

observasi atau pengamatan-pengamatan terhadap fenomena terkait dengan 

masalah serta keadaan yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Analisis Fungsi Pengawasan 

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa di Desa Pasir Putih Rokan Hilir. Untuk menjawab permasalahan tersebut 

penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Pasir Putih Rokan Hilir.  

4.3.1 Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai 

dengan indikator yang ditetapkan  

Keberhasilan pembangunan merupakan aspek terpenting untuk mencapai 

tujuan yang di tetapkan, dalam mengukur keberhasilan pembangunan diperlukan 

target yang akan di capai dan indikator yang jelas sebagai indikasi telah terlaksana 

nya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan telah memenuhi tujuan 

yang di inginkan.  

Indikator tersebut harus menjadi standart-standart yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan program pembangunan, maka indikator keberhasilan tersebut harus 

di fikirkan sebaik-baiknya mengacu pada efektivitas dan efisiensi program 

pembangunan. agar pembangunan yang telah di laksanakan dapat terlaksana 

dengan baik dan semestinya serta bernilai guna dan tepat sasaran.  
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Admosudirdjo (Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada  

pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang 

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan 

kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya . Dan pernyataan lainnya di ungkapkan oleh Sondang Siagian  

Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016,p.290) pengawasan adalah proses pengamatan 

dari pelaksanaan seluruh  kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan.  

Pernyataan lain dikuatkan oleh Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015,p.652) 

pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan 

kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan 

misi organisasi.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh ahli diatas, maka 

telah sesuai dengan hasil penelitian bahwapekerjaan yang efektif dan efisien 

tentunya yang diinginkan oleh semua instansi pemerintahan termasuk 

Pemerintahan Desa, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan nya harus 

mengacu pada efektivitas dan efisiensi . sehingga untuk melaksanakan nya perlu 

adanya rencana yang disusun dengan baik, dengan di dasarkan pada indikator 

keberhasilan program tersebut. Indikator itu disusun sesuai dengan target atau 

tujuan yang ada, sehingga orientasi nya akan mengarah pada keberhasilan 

program pembangunan itu.  

Sebelum pengawasan dilakukan tahap awal dari bagian pengawasan yang  
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harus dilakukan yaitu menentukan standar atau rencana-rencana awal yang 

berkaitan dengan pembangunan. Standar tersebut diperlukan guna menjadi tolak 

ukur suatu keberhasilan program.  

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa harus mengacu  

pada kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat, maka pengawasan 

yang dilakukan harus melibatkan masyarakat, tugas pokok BPKep sebagai 

legislatif desa selain menampung dan menyerap aspirasi masyarakat turut serta 

juga dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dalam hal ini 

pembangunan infarastruktur desa, pengawasan tersebut dilakukan dengan melihat 

langsung objek pembangunan yang akan dan telah dibangun, pada proses nya 

tahapan pengawasan dilakukan dengan mengukur seberapa jauh target dan 

pencapaian tujuan tersebut, sehingga dengan adanya pengawasan peran BPKep 

dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan dengan berpedoman pada 

indikator awal yang telah ditentukan guna mencapai tujuan pembangunan yang di 

harapkan harus dijalankan dengan efektif dan efisien agar diperoleh hasil yang 

memuaskan. Pada prinsipnya pembangunan itu diarahkan pada pemerataan , yakni 

pembangunan dilakukan ke seluruh wilayah yang ada di desa dan manfaatnya 

menjangkau keseluruh lapisan masyarakat.  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dan 

dikaitkan dengan pernyataan diatas diambil kesimpulan bahwa dalam 

mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Badan 

Permusyawaratan Kepenghuluan Desa Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir belum 

optimal, penulis menemukan indikator pengukuran keberhasilan pembangunan 
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tersebut sangat lemah, karena yang menjadi acuan pengukuran tingkat 

keberhasilan program hanya di lihat dari kesesuaian antara Bestek atau denah 

bangunan dengan pembangunan yang sudah selesai dilakukan. Hal ini dilihat 

dengan hanya mengukur ketinggian bangunan yang ada dengan ukuran yang ada 

di bestek. Sehingga keakuratan ukuran pembangunan dianggap telah terjalankan 

dengan baik. Selain itu, indikator yang  digunakan dalam mengawasi tidak 

objektif artinya disini indikator pengawasan dilakukan hanya berdasarkan asumsi 

para aktor-aktor pemerintahan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut 

dianggap telah tercapai jika telah dijalankan sesuai dengan anggaran yang ada dan 

telah terealisasi. Padahal pemilihan suatu indikator itu sangat lah penting  guna 

mengukur kinerja dalam setiap layanan infrastruktur, untuk melihat infrastruktur 

yang dibangun cukup efektif atau tidak, perlu memiliki tolak ukur yang jelas. 

Penilaian efektivitas infrastruktur tidak hanya diukur dari biaya yang dihabiskan, 

namun dalam indeks ini digunakan metodologi yang ketat dan sifatnya universal 

dalam mengukur infrastruktur. Perubahan kinerja infrastruktur dari waktu ke 

waktu dapat dipantau sebagai cara untuk menilai efektivitas pembangunan 

infrastruktur.  

 Tujuan pembangunan itu sendiri belum sepenuhnya dicapai, pembangunan 

yang dilakukan memang telah diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan 

dibangun berdasarkan prioritas. Namun pembangunan belum bisa merata ke 

seluruh dusun yang ada di desa pasir putih, keterbatasan anggaran merupakan 

alasan mengapa pembangunan tersebut belum merata.  
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4. 3.2 Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang 

mungkin ditemukan 

Aktivitas pembangunan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terjadi, bahkan kesalahan tersebut dapat menjadi indikasi adanya 

penyimpangan, untuk itu jika terdapat kesalahan dalam proses pembangunan yang 

dapat mengakibatkan timbulnya masalah dan tentu menghambat pembangunan 

itu. Disini perlunya kejelian BPKep dalam mengawasi pembangunan tersebut, 

harus mampu mengoreksi kesalahan yang ada untuk diperbaiki agar tidak terus 

terjadi pada akhirnya merugikan jika tidak segera diatasi.  

Terry (Sujamto, 1986: 17) menyatakan pengawasan adalah untuk  

menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan 

mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar 

hasilnya sesuai dengan rencana. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh 

Husaini Usman (2013: 534) pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, 

dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk 

tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. 

Pernyataan lain diperkuat oleh Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin 

(2009:193), pengawasan merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas 

yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang 

dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan dan tindakan 

koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.  

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan  yang dikemukakan diatas, dapat 

di simpulkan  bahwa telah sesuai dengan hasil penelitianbahwa dalam 
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pengawasan harus mampu melihat adanya kemungkinan penyimpangan yang 

terjadi, untuk menghindari hal-hal yang menghambat proses pembangunan 

penyimpangan tersebut harus segera diatasi, dan juga kemungkinan 

penyimpangan akan berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian 

dikaitkan dengan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan 

yang di jalankan oleh  BPKep di Desa Pasir Putih, BPKep dalam mengawasi 

pembangunan infrastruktur melihat tidak adanya penyimpangan yang terjadi, 

namun menemukan adanya kesalahan yang dapat menghambat pembangunan.  

Kesalahan tersebut meliputi, kesalahan teknis yaitu berupa ketidak 

sesuaian jumlah bahan material yang di pesan, maka setelah melakukan 

pengecekan bahan material sebelum dilakukan nya pembangunan ditemukan 

kesalahan tersebut sehingga dapat diatasi segera. Selain itu, masalah lain yang 

disebab kan oleh faktor alam, atau cuaca yang tidak mendukung dalam proses 

pembangunan infrastruktur. 

Hambatan yang dialami apabila telah memasuki musim penghujan maka 

akan sangat sulit melaksanakan pembangunan, hal ini menjadi indikasi 

pembangunan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.  Di sisi lain 

faktor jalanan yang rusak juga menghambat pelaksanaan pembangunan, yang 

mana dalam hal ini akses menuju ke lokasi pembangunan akan sangat sulit 

dijangkau, sehingga bahan material yang dibawa oleh mobil truckharus dibongkar 

ke mobil bak terbuka yang ukurannya lebih kecil untuk di angkut menuju ke 
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lokasi pembangunan. sehingga hal tersebut sangat merepotkan dan memakan 

waktu menjadi lebih lama.   

4. 3.3 Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan 

Pada proses pembangunan kemungkinan akan ditemui masalah-masalah 

yang menghambat dalam pembangunan dan menjadi kendala yang mempersulit 

proses pembangunan jika tidak segera diatasi dengan baik, adanya pengawasan 

tentu menjadi alat/instrumen dalam menemukan berbagai permasalahan tersebut. 

Masalah yang ditemui harus di ambil tindakan pemecahan masalah dengan 

menemukan solusi atas berbagai masalah yang ada, pengawasan dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang ada, maka agar permasalahan yang ditemui dapat segera 

teratasi dengan baik supaya tidak menjadi penghambat pencapain tujuan, perlu di 

musyawarahkan dalam rapat atau diskusi untuk menemukan solusi nya. 

Dale (Winardi,2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya 

melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi 

juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan 

yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pernyataan senada diungkapkan oleh 

Robert L.Solso (Mawaddah,2015) mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah 

suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan 

keluar untuk suatu masalah yang spesifik.  

Pendapat lain di ungkapkan oleh Polya (Indarwati: 2014) pemecahan 

masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu 

kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera.  
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Berdasarkan hasil penelitian pernyataan  yang dikemukakan diatas, dapat 

di simpulkan  bahwa telah sesuai dengan hasil penelitian bahwa berbagai masalah 

yang ditemui dalam proses pembangunan harus ditemukan solusi pemecahan 

masalah agar tidak menghambat ketercapain tujuan yang telah ditetapkan, maka 

pada proses pengawasan tersebut harus dimusyawarahkan dengan baik antar 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan terkait masalah 

yang dihadapi dan solusi yang harus ditempu.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian 

dikaitkan dengan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

Mengawasi pembangunan infrastruktur desa, BPKep Desa Pasir Putih menemui 

hambatan-hambatan yang ada dalam pembangunan yang menjadi masalah jika 

tidak di selesaikan. Hambatan tersebut, meliputi masalah teknis dan permasalahan 

yang ditimbulkan akibat iklim cuaca . seperti jumlah bahan material yang datang 

tidak sesuai dengan yang dipesan, maka itu lah fungsi pengawasan BPKep tadi, 

dengan mengecek kembali bahan-bahan material agar tidak ada indikasi 

ketimpangan. Selain itu faktor alam yang disebutkan adalah permasalahan yang 

disebabkan oleh hujan berkepanjangan saat memasuki musim penghujan. Hujan 

yang selalu mengguyur dapat mengakibatkan terhambat nya pembangunan, 

apalagi di dusun yang akan di bangun infrastruktur nya, akses jalan yang akan 

dilalui rusak, hal ini lah penyebab lamanya proses pembangunan tersebut. 

Ditambah lagi akibat jalan rusak tersebut kendaraan yang membawa material 

bahan bangunan harus di bongkar ke mobil yang lebih kecil untuk di bawa 
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menuju ke lokasi pembangunan. tentu nya hal ini memakan waktu lebih lama 

karena harus bolak-balik menghantarkan bahan bangunan.  

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKep merupakan serangkain proses 

untuk memastikan pembangunan itu berjalan  sesuai dengan yang di harapkan, 

fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan 

(BPKep) di mulai dari melihat bahan-bahan material yang digunakan dalam 

membangun infrastruktur guna menjamin kualitas material yang nantinya akan  

digunakan, hal ini sangat lah penting dilakukan untuk menjamin infrastuktur yang 

dibangun lebih tahan lama. Dengan dilakukan pengawasan langsung BPKep juga 

dapat melihat masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pembangunan 

infrastruktur dan kendala yang mungkin ditemui.   

Masalah yang ditemukan kemudian di bicarakan dalam forum rapat antara 

BPKep dengan pemerintah desa, di musyawarahkan dan di diskusikan untuk 

mencapai mufakat. Maka setelah dimusyawarahkan dalam rapat, ditemukan solusi 

penyelesain nya yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong 

membongkar material bahan bangunan yang dibawa truckuntuk dipindahkan ke 

mobil bak terbuka yang lebih kecil agar diangkut menuju ke lokasi pembangunan 

yang jalanan nya tadi rusak sulit di akses, solusi lain BPKep sebagai 

penanggungjawab dalam mengawasi pembangunan infrastruktur, dalam mengajak 

masyarakat untuk bergotong-royong, tenaga masyarakat yang digunakan tetap 

dibayarkan dengan upah yang minim tidak seperti upah pada umumnya. Disinilah 

ketersediaan masyarakat diminta untuk membantu pemerintahan desa, maka untuk 

membayar upah tersebut BPKep memakai sedikit insentif mereka untuk di berikan 
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sebagai upah tenaga kerja tadi. Setelah ditemukan solusi penanganan nya, maka di 

lakukan tindakan penyelesaiannya ke lapangan dengan tetap mengawasi dan 

memantau perkembangan proses pembangunan. Faktor lain yang dianggap 

menghambat dalam proses pengawasan itu sendiri masih belum maksimal 

disebabkan oleh insentif yang rendah sehingga biaya operasional BPKep untuk 

langsung ke lapangan terbatas. Selain itu, kendala yang dialami dalam mengawasi 

pembangunan yaitu dari anggota BPKep sendiri mempunyai pekerjaan yang lain, 

maka untuk turun langsung mengawasi pembangunan BPKep harus berkoordinasi 

dengan baik menyesuaikan dengan jadwal kerja anggota BPKep masing-masing. 

Tentunya itu menjadi penghambat dan memakan waktu lebih lama dalam proses 

pengawasan BPKep. 
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BAB V  

PENUTUP 

5. 1 Kesimpulan  

Pembangunan infrastruktur telah direncanakan dalam musrenbang dengan 

sejumlah biaya yang telah dianggarkan dalam APBKep, pengawasan 

merupakan tahapan akhir yang dilakukan untuk menilai keberhasilan dari 

suatu pembangunan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagai legislatif 

desa yang berperan serta dalam mengawasi pembangunan infrastruktur desa, 

dalam menjalankan fungsi pengawasan nya BPKep bersama pemerintah desa 

telah melakukan pengawasan dengan cukup baik, namun terdapat beberapa 

kendala yang menghambat proses pembangunan dan ketercapaian tujuan, 

seperti jalanan yang rusak menyulitkan akses kendaraan yang membawa 

bahan material menuju ke lokasi pembangunan.  

Mengawasi pembangunan infrastruktur BPKep Pasir Putih belum optimal, 

standart atau tolak ukur keberhasilan program didasarkan dengan melihat 

bestek yang didalamnya terdiri dari rincian bahan material, jumlah material, 

hingga anggaran yang digunakan. Indikator tersebut sangat lemah jika ingin 

melihat tingkat keberhasilan program. Seharusnya BPKep membuat standart-

standart penilaian dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran 

pembangunan. Namun dari segi partisipatif nya telah melibatkan masyarakat 

sejak di musrenbangdes hingga proses pembangunan berjalan dan selesai, 

kendala yang dihadapi dalam pembangunan mampu diatasi bersama-sama 

dengan bergotong royong dan memanfaatkan swadaya masyarakat. 
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5. 2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Kepenghuluan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa 

pada program pembangunan infrastruktur yaitu : di dalam proses pembangunan 

infrastruktur desa BPKep harus menjalankan fungsi pengawasan nya lebih 

optimal lagi, melaksanakan koordinasi yang baik antar anggota BPKep, dan 

lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.  

 Pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kerjasama yang baik 

dengan BPKep serta menjadi motor penggerak semangat kegotong royongan, 

dan tetap memonitoring serta memperbaiki kinerja di setiap sisi, baik 

administrasi, fisik, serta meningkatkan etos kerja pegawai.  

 Masyarakat Desa Pasir Putih juga diharapkan lebih menyadari pentingnya 

menjaga dan merawat setiap hasil pembangunan yang sudah ada agar dapat 

digunakan setiap saat dan dalam waktu yang panjang. Selanjutnya antara 

pemerintah desa dan masyarakat agar dapat menjalin kerjasama dalam 

mengawasi jalannya proses pembangunan desa dan saling memberikan 

dukungan serta semangat kekeluargaan dalam setiap program pembangunan 

desa.   
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